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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.Kesimpulan  

6.1.1. Berdasarkan penjelasan dalam bab V bagian pertama, tentu dalam 

melaksanakan PHK terdapat alasan yang diperkenankan dan tidak 

diperkenankan. Adapun salah satu alasan dan menjadi topik 

pembahasan yang diperkenankan PHK diatur melalui pasal 154A ayat 

(1) huruf (m) yakni apabila pekerja/buruh yang mengalami 

kecelakaan kerja menjadi cacat dan tidak dapat melakukan pekerjaan 

setelah melampaui 12 (dua belas) bulan. PHK akibat kecelakaan kerja 

termasuk klasifikasi PHK demi hukum dan PHK oleh majikan. Hal 

tersebut didasari karena adanya dasar hukum yang memperkenankan 

PHK akibat kecelakaan kerja dan pengusaha juga berhak untuk 

melakukan PHK karena pekerja yang bersangkutan dianggap sudah 

final tidak dapat melakukan pekerjaan kembali. Bahwa PHK akibat 

kecelakaan kerja seharusnya tidak dilakukan karena seperti yang 

diketahui kecelakaan kerja terjadi saat melakukan pekerjaan di luar 

kehendak pekerja, karena bila tidak bekerja kecelakaan kerja tidak 

mungkin menimpanya. Dengan PHK akibat kecelakaan kerja 

perlindungan hak bekerja pekerja/buruh yang bersangkutan menjadi 

terancam. Terancam karena tidak adanya peraturan dalam hukum 

positif di Indonesia yang melindungi hak bekerja dalam hal 

mempertahankan pekerjaan. Sekalipun pada akhirnya PHK tidak 

dapat terhindari, pengusaha wajib memenuhi pengupahan yang diatur 

PP No. 36 Tahun 2021 beserta hak pekerja atas PHK akibat 

kecelakaan kerja yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021. 

 

6.1.2. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bekerja, dan negara 

melindungi hak tersebut. Baik penyandang disabilitas maupun non-

penyandang disabilitas mempunyai hak atas pekerjaan, yang diakui 

dan dilindungi oleh negara. Namun terdapat dasar hukum untuk PHK 

yang mengancam hak masyarakat untuk bekerja yang menjadi 
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persoalan adalah PHK karena kecelakaan kerja terkait pekerjaan yang 

menyebabkan seorang karyawan tidak dapat menjalankan tugas 

pekerjaannya setidaknya selama dua belas bulan. Pasal 67 UU No. 6 

Tahun 2023 mengatur kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan 

penyandang disabilitas. Terjadinya PHK akibat kecelakaan kerja 

menjadi adil bagi pengusaha dan tidak adil bagi pekerja. 

Ketidakadilan bagi pekerja karena Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas 

mengatur secara tegas bahwa penyandang disabilitas fisik memiliki 

hak untuk bekerja, sehingga sekalipun pekerja disabilitas fisik akibat 

kecelakaan kerja berhak untuk bekerja. Agar mewujudkan keadilan 

bagi pekerja perlu disepakati bahwa PHK merupakan upaya terakhir 

dalam hubungan kerja. Dengan demikian, perlu mengupayakan agar 

pekerja tidak serta merta di PHK akibat kecelakaan kerja, tetapi 

pemberi kerja seharusnya mengupayakan hak bekerja bagi pekerja 

yang mengalami kecelakaan kerja dengan memberikan pelatihan kerja 

yang sesuai dengan derajat kedisabilitasnya sehingga dapat 

ditempatkan pada posisi pekerjaan lain yang memungkinkan. Bila 

upaya tersebut telah dilakukan dan PHK tidak dapat dihindari, maka 

pekerja berhak atas hak kompensasi PHK akibat kecelakaan kerja 

berupa uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. 

Selain itu, penyandang disabilitas berhak atas program rehabilitasi 

sosial untuk menjamin hak bekerjanya secara mandiri. 

6.1.3. Bahwa dalam hukum positif di Indonesia masih belum jelas adanya 

peraturan yang mengatur ketentuan klasifikasi kecelakaan kerja. 

Aturan mengenai klasifikasi kecelakaan kerja pada dasarnya memiliki 

sejumlah manfaat bagi pemberi kerja maupun pekerja, salah satunya 

untuk memahami risiko pekerjaan yang dapat membahayakan, 

sehingga keselamatan kerja harus ditekankan dan diimplementasikan 

agar dapat melindungi karyawan dari potensi sakit atau cacat akibat 

kecelakaan kerja. 
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6.2.Saran 

6.2.1. Seharusya PHK akibat kecelakaan dilakukan sebagai upaya terakhir 

dalam hubungan kerja. Pemberi kerja seharusnya turut menjamin hak 

bekerja daripada pekerja yang telah berdedikasi bagi perusahaan. 

Seharusnya pemberi kerja atau pengusaha mengupayakan terlebih 

dahulu kondisi dimana pekerja yang mengalami kecelakaan kerja  

mengupayakan pelatihan kerja yang sesuai dengan derajat 

kedisabilitasan pekerja sehingga ditempatkan di posisi kerja yang 

memungkinkan dilakukan sekalipun pekerja dalam keadaan cacat 

tertentu.  

 

6.2.2. Perlu adanya perbaikan sistem jaminan sosial. Bahwa sistem jaminan 

sosial yang berlaku sekarang seharusnya mengintegrasikan asuransi 

dan jaminan pekerjaan, dengan hal tersebut diharapkan dapat 

memberikan harapan bagi pekerja yang terkena PHK akibat 

kecelakaan kerja agar dapat melanjutkan kembali kehidupannya dan 

tidak merasa dirinya serta merta dibuang oleh negara ataupun 

perusahaan. 

 

6.2.3. Perlu adanya peraturan secara tegas yang mengatur klasifikasi 

kecelakaan kerja. Peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan 

bekerja daripada pekerja dan pemberi kerja untuk mengetahui risiko 

dari setiap pekerjaan yang dilakukan pekerja. Dengan demikian, 

adanya klasifikasi kecelakaan kerja juga merupakan upaya preventif 

dari kecelakaan kerja bila sewaktu-waktu terjadi. 
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